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PARMOUT, MERCUSUAR-
Setelah terhenti semalam 14
hari, Panitia Kerja (Panja) Tin-
daklanjut Temuan BPK DPRD
Kabupaten (Dekab) Parmout
kembali bekerja.

Hal tersebut ditandai dengan
undangan Panja terhadap Képak
Cabang PT Bank Sulteng Parigi
dan Bendahara Umum Daerah
(BUD), Senin (4/7), untuk mem-
bicarakan sejumlah item temuan
pemeriksaan BPK RI atas APBD
Kabupaten Parmout terhadap
kedua instansi tersebut.

Dan rencananya Panja pada
hari Kamiis (7/7) akan terbang
ke Jakarta guna berkonsultasi ke
BPK RI Pusat . Menurut Ketua
Panja, Asmir Ntosa, ada bebera-
pa item yang akan dikonsul-
tasikan langsung Panja kepada
BPKRIdiantaranya kewenangan
DPRD untuk menganulir SK

Bupati. Selama ini kata Asmir,
DPRD tidak bisa berbuat banyak
terhadap sebuah kegiatan yang
telah di sahkan okeh lkegislatif na-
mun kemudian seenaknya diru-
bah okh pihak eksekutif dengan
hanya bersenjatakan SK Bupati.

“Hal-hal seperti itu lah yang
bisa menjadi penyebab disclai-
mer. Makanya kami akan minta
pendapat dari BPK Pusat” jelas
Asmir, .

Sehin itu kata Asmir;, pihaknya
juga akan mengonsultasi sejum-
lah item hasil pemeriksaan BPK
Rt yang dianggap telah layak un-
wk direkomendasikan okh Panja
ke aparat penegak hukum.

Sebagaimana diketahui, Dekab

Parmout tekh membentuk Pan-
ja yang bertugas membahas La-
poran Hasil Pemeriksaan (LHP)
BPK RI Perwakilan Sulteng ter-
hadap pengelolaan keuangan

Kabupaten Parmout tahun 2010
yang menunjukkan disclaimer
opinion (tidak memberikan pen-
dapated). Anggoa Dekab Par-
mout dari PAN, Hazairin Paudi
menjebiskan, bahwa pemben-
tukan Pansus tersebut merupa-
kan kewajiban DPRD sebagaima-
na diamanatkan dalhm UU No
15 Tahun 2004 Tentang Peme-
riksaan Pengelolan dan Tang-
gung Jawab Keuangan Negara
khususnya pasal 21 ayat 1 yang

“ menyebutkan, Lembaga perwa-

kilan menindakh_njuti hasil pe-
meriksaan BPK dengan melaku-
kan pembahasan sesuai dengan

ke-












